Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Isrdemesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 269/Pdt.P/2018/PN Bjm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti
tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

AHMAD MAKI H., Tempat/Tanggal lahir Banjarmasin 17 Mei 1982, Jenis

kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia,

Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal JI. Kelayan Besar Il Rt.009

Rw.001 Kel.Tanjung Pagar Kec. Banjarmasin Selatan Kota

Banjarmasin.
Yang selanjutnya disebut Sebagai .................... PEMOHON._

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin
Nomor 269/Pdt.P/2018/PN Bjm, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa
permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin
Nomor 269/Pdt.P/2018/PN Bjm tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan
dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan

persidangan;
TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal
20 Maret 2018 vyang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Banjarmasin pada tanggal 20 Maret 2018 dengan Register Nomor :
269/Pdt.P/2018/PN Bjm, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua

Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan alasan sebagai berikut :

e Bahwa Pemohon telah menikah dengan istri Pemohon yang bernama
DINA HELLANI, HJ pada tanggal 8 April 1999 sebagaimana tercatat dalam
kutipan Akta Nikah No.0154/154/IV/1999;
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e Bahwa Pemohon memiliki seorang anak Laki-laki yang diberi nama

MUHAMMAD AL QAUTSAR yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 19

Maret 2000 sesuai Kutipan Akta Kelahiran no.1203/1st-A/2006;
e Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama Pemohon dan istri

Pemohon di Kutipan Akta kelahiran Anak Pemohon dari H.A.MAKKI
menjadi AHMAD MAKI, H dan nama istri Pemohon dari semula HJ.DIANA

menjadi DINA HELLANI, HJ agar nama Pemohon selaku orang tua

kandung dari Anak Pemohon disesuaikan dengan nama Pemohon yang

ada di KTP dan kartu keluarga Pemohon.;
e Bahwa dengan perbaikan nama Orang Tua Anak Pemohon tersebut di

atas diharapkan dapat mempermudah segala pengurusan Administrasi

Anak Pemohon kedepannya;
e Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan

pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud merubah nama

Pemohon dan Istri Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas

Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih

dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang

berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada
Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya
menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan
penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan

nama orang tua kandung di Akta Kelahiran Anak Pemohon no. 1203/Ist-
A/2006 dari semula nama orang tua kandung H.A.MAKKI menjadi AHMAD
MAKI, H dan nama istri Pemohon dari semula HJ.DIANA menjadi DINA

HELLANI, HJ ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang

perbaikan nama tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin
untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon

datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk dan atas nama kepentingan Pemohon dan

anaknya, Pemohon meminta pemeriksaan permohonannya tetap dilanjutkan;
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Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut,

Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya,;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii Permohonannya,
Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang
bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai

alat bukti yang sah dalam permohonan ini yakni berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda
Penduduk Pemohon atas nama AHMAD MAKI H., yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin,

diberi tanda P-1,;
2. Fotocopy Kartu Tanda

Penduduk Pemohon atas nama DINA HELLANI HJ, yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin,

diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas

nama AHMAD MAKI H. Nomor 6371012801080178 tanggal 26 Februari
2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, yang diberi tanda P-3;
4, Fotocopy Kutipan Akta

Kelahiran Nomor 1203/Ist-A/2006 tanggal 25 Agustus 2006 atas nama
MUHAMMAD AL QAUTSAR, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, yang diberi tanda

P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan

Nomor: 24/Kua.17.01-5/PW.01/SKET-02/2018 tanggal 15 Pebruari 2018,
yang dikeluarkan oleh Penghulu Muda pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Banjarmasin Selatan Kementerian Agama Kota Banjarmasin
dan Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama H. A. MAKKI Nomor
0154/154/IV/1999 tanggal 15 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin,
yang diberi tanda P-5;
Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon
juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan di

bawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ABD. KADIR menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pada waktu memberikan

keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
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- Bahwa saksi kenal dengan pemohon

karena Pemohon adalah sepupu dua kali dengan saksi, tidak ada
hubungan pekerjaan;

- Bahwa pemohon mengajukan
permohonan ini karena mau memperbaiki nama Pemohon dan nama
Isteri Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula nama
Pemohon tertulis H.A. MAKKI akan diganti menjadi AHMAD MAKI H.
dan nama Isteri Pemohon semula tertulis HJ. DIANA akan diganti
menjadi DINA HELLANI HJ;

- Bahwa anak pemohon tersebut
bernama MUHAMMAD AL QAUTSAR jenis kelamin Laki-laki yaitu anak
No.1 dari pasangan Pemohon dengan Isteri Pemohon yang bernama
DINA HELLANI HJ.;

- Bahwa anak pemohon tersebut lahir di
Banjarmasin tanggal 19 Maret 2000 dan sudah mempunyai Akta
Kelahiran dengan Nomor 1203/Ist-A/2006;

- Bahwa Pemohon memperbaiki nama
Pemohon dan nama listeri Pemohon pada Akta Kelahiran anak
Pemohon tersebut adalah supaya mempermudah segala pengurusan

administrasi anak Pemohon dikemudian hari;

Terhadap keterangan saksi yang selain dan selebihnya Pemohon tidak

keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NOOR PATIMAH, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada waktu memberikan
keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon
karena Pemohon adalah sepupu dua kali dengan saksi, tidak ada
hubungan pekerjaan;

- Bahwa pemohon mengajukan
permohonan ini karena mau memperbaiki nama Pemohon dan nama
Isteri Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula nama
Pemohon tertulis H.A. MAKKI akan diganti menjadi AHMAD MAKI H.
dan nama Isteri Pemohon semula tertulis HJ. DIANA akan diganti
menjadi DINA HELLANI HJ;

- Bahwa anak pemohon tersebut
bernama MUHAMMAD AL QAUTSAR jenis kelamin Laki-laki yaitu anak
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No.1 dari pasangan Pemohon dengan Isteri Pemohon yang bernama

DINA HELLANI HJ.;

- Bahwa anak pemohon tersebut lahir di

Banjarmasin tanggal 19 Maret 2000 dan sudah mempunyai Akta
Kelahiran dengan Nomor 1203/Ist-A/2006;

- Bahwa Pemohon memperbaiki nama
Pemohon dan nama listeri Pemohon pada Akta Kelahiran anak
Pemohon tersebut adalah supaya mempermudah segala pengurusan

administrasi anak Pemohon dikemudian hari;

Terhadap keterangan saksi yang selain dan selebihnya Pemohon tidak
keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak mengajukan

sesuatu hal lagi maka Hakim akan menetapkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah
diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini
di persidangan, sebagaimana tercatat di dalam berita acara pemeriksaan
perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan

haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam
berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini
dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan

penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal

yang diajukan lagi dan mohon penetapan;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pemohon bermaksud
memperbaiki nama Pemohon dan nama Isteri Pemohon pada Akta Kelahiran
Nomor 1203/Ist-A/2006;

Bahwa setelah Hakim mencermati dalil permohonan dan bukti-bukti yang
diajukan Pemohon, ternyata Pemohon bermaksud melakukan pembetulan
nama Pemohon dan nama Isteri Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor
1203/Ist-A/2006;

Menimbang, bahwa tentang pembetulan akta pencatatan sipil diatur

dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
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Kependudukan, dan tentang pencatatan perubahan nama diatur dalam pasal

52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan
apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan

mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku Il Edisi
Tahun 2007 diatur bahwa “permohonan diajukan dengan surat permohonan
yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan

kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon”;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 dan P-5 serta
keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di
JI. Kelayan Besar Il Rt.009 Rw.001 Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan
Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sehingga Hakim berpendapat bahwa

Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa tentang pembetulan nama Pemohon dan nama

Isteri Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, pembetulan akta pencatatan sipil diatur dalam pasal 71
ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan yang menyebutkan bahwa menyebutkan “pembetulan akta
pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis

redaksional”;

Bahwa pembetulan pada kutipan akta kelahiran tersebut jika telah

melampaui waktu, maka harus ada penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal
22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES prosedur perubahan nama dan
tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran bukan langsung dilakukan oleh

Pejabat Pencatatan Sipil, melainkan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, Pemohon bermaksud
membetulkan nama Pemohon dan nama Isteri Penohon pada Akta Kelahiran
Nomor 1203/Ist-A/2006 yang semula tertulis dan terbaca H.A. MAKKI yang
seharusnya adalah AHMAD MAKI H. dan yang semula tertulis dan terbaca
HJ. DIANA yang seharusnya adalah DINA HELLANI HJ.;
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 100 ayat (1) dan

ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008
Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan
Sipil menyebutkan:

(1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil
pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan
Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta
oleh penduduk.

(3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada

pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat, berupa:

a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta

pencatatan sipil;
b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional,

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda P-4 diketahui
bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1203/ist-A/2006, nama
Pemohon tertulis H. A. MAKKI dan nama Isteri Pemohon tertulis HJ. DIANA,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2
dan P-3 yang merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi
Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik
yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan
sipil, diperoleh fakta bahwa nama Pemohon tertulis AHMAD MAKI H.
dan nama Isteri Pemohon tertulis DINA HELLANI HJ.;

Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa telah terjadi kesalahan
penulisan nama Pemohon dan nama Isteri Pemohon dalam Akta
Kelahiran Nomor 1203/Ist-A/2006 atas nama MUHAMMAD AL QAUTSAR
yang semula tertulis dan terbaca H. A. MAKKI yang benar adalah AHMAD
MAKI H. dan nama Isteri Pemohon yang semula tertulis HJ. DIANA yang
benar adalah DINA HELLANI HJ.;

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan pembetulan akta
pencatatan sipil diatur lebih lanjut di dalam pasal 71 ayat (3) Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan juncto pasal 100 ayat (1) Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tatacara

Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang pada pokoknya mengatur
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bahwa pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan

Sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang

menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang
Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,
diatur bahwa terhadap pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan
oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan
sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan

Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan maka berdasarkan laporan perubahan nama tersebut, Pejabat
Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil

dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut
di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan
dan tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap  permohonan

Pemohon tersebut akan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara
voluntair, maka biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada

Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 71 dan Pasal 52 Undang-Undang
Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta

peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;
MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon
dan nama Isteri Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut Nomor 1203/Ist-
A/2006, yang mana nama Pemohon semula tertulis dan terbaca H.A.
MAKKI menjadi AHMAD MAKI H. dan nama Isteri Pemohon semula
tertulis dan terbaca HJ. DIANA menjadi DINA HELLANI HJ.;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan
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pembetulan nama Pemohon dana nama Isteri Pemohan tersebut

kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin
untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir
pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

4. Menetapkan agar Pemohon membayar biaya perkara sejumlah
Rp.181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 28 Maret
2018, oleh NANIK HANDAYANI, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri
Banjarmasin. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut
dengan dibantu oleh FULITZER PURBA, S.Sos. Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti, Hakim,
TTD TTD
FULITZER PURBA, S.Sos. NANIK HANDAYANI,S.H.,M.H

Rincian biaya perkara :

PNBP : Rp. 30.000,00
Biaya Proses : Rp. 50.000,00
Relas Panggilan : Rp. 85.000,00
PNBP Relas : Rp. 5.000,00
Materai : Rp. 6.000,00
Redaksi : Rp._5.000,00 +
Jumlah : Rp. 181.000,00

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah).
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